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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2012 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan reformasi 
birokrasi yaitu pemerintahan bebas korupsi, 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
meningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja;  

b. bahwa Peraturan Kepala Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap    di 
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
organisasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan di Lingkungan Arsip Nasional Republik 
Indonesia; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen 
sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 

4. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang 
Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara                  
Nomor 22/KEP/M.PAN/07/2008 tentang Pedoman 
Umum Tata Naskah Dinas; 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia  
Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana 
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 
2010; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan: 
1. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang 

selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis 
yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 
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